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GEREJA, POLITIK,                                                 
DAN GENERASI MILENIAL

Anita Inggrith Tuela

Pendahuluan
Gereja ditempatkan di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Ini 

memberi pengertian bahwa kehadiran gereja di tengah dunia adalah 
berkait erat dengan peran kenabiannya. Bahwa gereja diminta oleh Tu-
han untuk turut berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bangsa 
termasuk dalam kehidupan dan lapangan politik. Sebagai yang bukan 
berasal dari dunia, maka itu artinya keterpanggilan gereja di tengah du-
nia tentulah “lain daripada yang lain”. Pengutusan gereja oleh Kristus 
disertai dengan adanya ‘pimpinan dan pertolongan’ oleh Roh Kudus. 
Bahkan dengan kuasa Roh Kudus pulalah gereja dipanggil masuk ke 
dalam dunia dan berpengapa bagi dunia. 

Sebagai Tubuh Kristus, maka gereja pun harus dipahami dari segi 
organisasinya. Sebuah organisasi yang berbeda dari organisasi sosial 
kemasyarakatan lain yang ada. Sebagai organisasi maka gereja memi-
liki wibawa ilahi yang didapatnya dari Kristus (Mat 28). Pengutusan 
gereja oleh Kristus disertai dengan adanya ‘pimpinan dan pertolongan’ 
oleh Roh Kudus. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus pulalah gereja di-
panggil masuk ke dalam dunia dan berpengapa bagi dunia. Gereja (war-
ga gereja) tentunya akan terus bergumul dengan segenap kesehariannya 
termasuk kehidupan politik. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara RI, tahun 2019 meru-
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pakan momentum politik yang penting. Di mana di tahun 2019 terdapat 
agenda besar bangsa yang akan dilaksanakan yakni, Pemilu Capres-
Cawapres, serta Pemilu legislatif. Pemilu sendiridiadakan dalam rang-
ka mewujudkan suatu negara demokrasi, di mana para pemimpinnya 
dipilih berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian Pemilu dapat 
dikatakan sebagai sarana demi terwujudnya demokrasi. Pemilu 2019  
yang akan memilih Capres-Wapres serta anggota DPD, DPR dan 
DPRD, bila terpilih nanti akan menjalankan pemerintahan dan sekali
gus arah politik bangsa Indonesia. Setiap WNI mempunyai hak untuk 
memilih tetapi regulasi, dalam hal ini UU Pemilu, memuat aturan pem-
batasan umur, yakni 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Umur 17 tahun 
atau sudah kawin, dimengerti oleh UU No. 7 Tahun 2017, sudah mem-
punyai tanggung jawab politik terhadap negara dan masyarakat. Untuk 
hal ini, maka sangatlah dimengerti bila setiap WNI yang berumur 17 
tahun dan sudah kawin untuk berpartisipasi dalam bidang politik, salah 
satunya melalui Pemilu. Itu artinya, generasi milenial, yang juga meru-
pakan warga negara dan sesuai regulasi UU, mempunyai hak untuk ikut 
memberikan suara dalam Pemilu, sebagai bagian dari tanggung jawab 
politiknya untuk menunjukkan partisipasi politik.

Politik dan Sistem Politik
Para pakar politik menyebut ilmu politik sebagai ratunya ilmu-ilmu 

sosial, dan berkedudukan pada peringkat paling atas atau utama di antara 
ilmu-ilmu sosial. Bagi Aristoteles, politik merupakan hakikat keberadaan 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.1 Oleh karenanya maka,

politik pada hakikatnya adalah bagian daripada umat manusia yang tidak bisa dipi
sahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Baik secara 
sadar maupun tidak sadar tiap manusia melakukan hal-hal yang bersifat politik, serta 
berada dalam lingkungan yang disebut ‘sistem politik’. Politik tidak secara otomatis 
sama dengan ilmu politik. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. 
Secara harfiah arti kata polis adalah kota, dan dari arti ini berkembanglah berbagai 
pengertian.
Pembagian yang dilakukan ahli terhadap politik, yaitu politik sebagai ilmu, dan 
politik sebagai filsafat. Ilmu politik adalah mempelajari gejala (fenomena) politik, 

1 T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Dan Kegunaannya (Bandung: Refika, 2009), 
h. 1
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menyangkut hal-hal dasar yang terdapat di dalam interaksi makhluk hidup dan ke-
hidupan masyarakat. Adapun hal-hal mendasar yang ada dalam kehidupan manusia, 
yaitu perjuangan untuk kekuasaan (struggle for power), atau minimal perjuangan 
untuk hidup (struggle for life) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu 
karena ilmu politik mempelajari negara dan pemerintahan yang merupakan organisa-
si pada peringkat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bagi umat 
manusia. Adapun pengertian politik sebagai filsafat, selain mengacu pada persoa-
lan fundamental, hakikat dan tujuan-tujuan ideal negara, juga menyimak persoalan 
fungsi yang benar deari pemerintah dan batas-batas kekuasaannya yang tidak hanya 
pada individu, tetapi juga terhadap keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan insti-
tusi-institusi lainnya. Di dalam konteks inilah Charles William Hendel menyatakan  
bahwa pertanyaan utama yang muncul dalam filsafat politik adalah menyangkut alat 
kontrol yang pas. Disamping persoalan kontrol tersebut adalah, konsepsi menyang-
kut negara merupakan substansi yang senantiasa menjadi pengkajian filsafat politik2.
Pengertian yang lebih bersifat operasional menyangkut politik, tanpa mempersoal-
kannya sebagai ilmu atau  filsafat datang dari Karl Deutch. Baginya politik, entah 
itu menyangkut negara atau pemerintah atau manusia, adalah sebagai pembuatan 
keputusan yang dilakukan masyarakat. Rumusan lain lagi diangkat oleh S.E Finer, 
dalam tulisannya “Comparative Government”, yang dikutip Saut Sirait, yang be-
rangkat dari realitas negara-negara modern dan kompleks, melihat bahwa dengan 
pelbagai warna dan kepentingan yang beragam, bahwa politik adalah gumpalan 
keputusan yang membuat tiap orang atau kelompok berada pada konflik keputusan3. 
Dengan melihat pengertian dan batasan-batasan di atas, maka dapatlah dikatakan 
bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu entitas 
dan sistem politik (negara) yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan 
tujuan dengan segala kebijakan-kebijakan umum dan pengaturannya. Politik akan 
selalu berkenaan dengan kekuasaan, kewenangan dan ketaatan. Politik berlangsung 
pada suatu lingkungan yang disebut dengan “Sistem politik”. Sehingga ilmu politik 
adalah ilmu yang diterapkan untuk menganalisis interaksi dalam suatu sistem politik. 
Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam  kehidupan 
bersama atau masyarakat. Hal ini oleh The Liang Gie, dilihatnya sebagai kehidupan 
seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata, tidak pula pada negara yang 
tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru, karena di luar bidang hukum 
serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada.4Ilmu politik sebagai 
suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan mempelajari masalah kekuasaan dalam ma-
syarakat, mencakup: sifat-hakikatnya, dasar landasannya, proses kelangsungannya, 
luas lingkungannya serta hasil akibatnya. Ini dikarenakan kekuasaan sebagai konsep 
fundamental dari ilmu politik tidaklah semata-mata identik dengan kekuatan yang 
memaksa.5

2 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia– Suatu Tinjauan Etis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2006), h. 23

3  Ibid. h. 24
4 T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik: Wawasan dan Kegunaannya (Bandung: Refika 2009) 

h. 13
5 Ibid.
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Untuk lebih memahami politik adalah penting untuk mengetahui 
proses awal perkembangan politik, yakni dari Yunani Kuno. Hal ini di-
perlukan untuk lebih mendalami konsepsi yang berkembang sekaligus 
menyeruak ke dalam nuansa-nuansa yang harus diakui sangat sulit un-
tuk melihatnya. Salah satu negara kota yang dianggap penting untuk di-
perhatikan adalah Atena, suatu kota yang berada di Yunani. Pentingnya 
Yunani dalam konteks politik disebabkan oleh kelengkapannya bagi 
suatu masyarakat yang bernegara. Kota ini telah memiliki sistem yang 
mumpuni seperti perundang-undangan, sistem dan kelembagaan poli-
tik, walau masih dalam cara yang sederhana yang dipergunakan warga 
kota untuk menyalurkan kegiatannya di lapangan pemerintahan. Atena 
diperkirakan telah memiliki konstitusi sebelum abad ke-5 SM. Bukti 
sejarah menunjukkan adanya perubahan dan perbaikan yang dilakukan 
terhadap konstitusi, yang diajukan oleh Cleisthenes dan diterima pada 
tahun 507 SM. Itu artinya sebelum waktu itu Athena telah memiliki 
konstitusi yang belum diperbaiki itu. Lembaga politik yang paling me-
narik di Athena adalah Sidang Ecclesia dan Dewan Limaratus. Sidang 
Ecclesia adalah semacam dewan rakyat dalam arti dan bentuknya yang 
real, setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas wajib menghadiri 
sidang. Tugas sidang adalah membuat undang-undang dan melakukan 
persidangan sepuluh kali dalam satu tahun. Tugas sidang ini sangat mi
rip dengan dewan legislatif di negara-negara modern. Sedangkan De-
wan Limaratus adalah badan yang berjumlah 500 orang yang merumus
kan perencanaan untuk diajukan pada sidang, serta dalam hal-hal 
tertentu diberi kekuasaan untuk memutuskan dan bertindak atas nama 
rakyat. Selain dua lembaga politik di atas, maka rakyat Athena juga 
membentuk yang namanya ‘makhkamah’ dan anggotanya disebut juri 
dan harus ganjil. Fungsinya, menyeleksi calon, mengatur penempatan, 
memeriksa secara berkala laporan pekerjaan hakim-hakim, mengawasi 
pengadilan dan keputusan-keputusan dewan. Kota Athena juga memi-
liki perangkat militer yang disebut Dewan Jenderal, merupakan peja-
bat-pejabat militer yang berfungsi dalam pengamanan termasuk untuk 
yang bersifat ekonomis.6

Dari paparan politik Athena kuno, sudah dapat dipahami bahwa di 
negara kota Athena perwujudan kedaulatan rakyat yakni, dari rakyat, 

6 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2001), h. 25-29
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oleh rakyat, dan untuk rakyat benar-benar dilaksanakan demi tercapai
nya cita-cita bersama. 

Untuk lebih memahami pengertian politik, maka akan diuraikan 
beberapa sistem politik.

Demokrasi 

“Definisi demokrasi yang paling ringkas tapi memiliki makna yang 
paling dalam dan terbaik diberikan Abraham Lincoln melalui pidatonya 
di Gettysburg tahun 1863, yakni: government of people, by people, for 
the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). 
Dalam demokrasi, esensinya adalah bahwa rakyat yang mengatur. Itu 
berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.” Penekanan yang 
utama dalam demokrasi adalah persetujuan rakyat. 

Konstitusi sebagai pelembagaan demokrasi di setiap negara 
merupakan faktor yang sangat fundamental. Prinsip lain yang paling 
mendasar dalam demokrasi adalah pengakuan terhadap kesetaraan. 
Demokrasi sangat menekankan penghargaan atas individu dan harkat 
manusia.

Aristokrasi 

Aristokrasi (Yunani: aristos, berarti the best, terbaik dan cratos yang memerintah), 
saat ini lebih banyak dikenakan kedalam strata sosial ketimbang politik. Prinsip yang 
mendasari aristokrasi adalah kesadaran tentang adanya kecakapan yang berbeda dan 
keyakinannya bahwa tidak semua orang dapat memerintah. Berangkat dari pemaham
an ini maka proses yang terjadi pada suatu negara tidak tergantung pada sistem, tetapi 
pada kecakapan, kejujuran, kapasitas atau kemampuan pada pemimpin. Sristokrasdi 
sangat percaya dan menggantungkan diri pada figur dan bukan pada sistem. Monar-
khi (Yunani: monarchia, dari kata monos tunggal, dan arche, artinya memerintah) 
merupakan sistem yang sangat tua dalam tatanan kenegaraan di dunia. Dalam ben-
tuk monarkhi murni, pada diri seorang raja atau penguasa menggumpal supremasi 
kekuasaan dan kewenangan dalam pembuatan undang-undang., pengaturan admin-
istrasi dan kekuasaan pengadilan, dan karenanya ia sangat berkuasa mutlak. Sistem 
pengaturan pergantian (suksesi) raja pada monarkhi adalah berdasarkan keturunan.

Secara historis, sistem dam tradisi monarkhi merupakan realitas 
yang sangat dekat dengan gereja. Bahkan dalam perkembangan beri-
kutnya, monarkhi itu dikaitkan dengan gereja, khususnya pada masa 
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kepausan di abad 13. Kepada sistem pengaturan gereja sempat disebut 
dengan “the papal monarchy”. Pembaruan (reformasi) dalam gereja 
menjadi awal keruntuhan sitem monarki langsung ataupun tidak lang-
sung. Sistem monarkhi semakin mengalami kehancuran ketika revolusi 
Inggris tahun 1688, dan revolusi Perancis tahun 1789. Meskipun ada 
beberapa negara yang mempertahakan sistem monarkhi tapi monarkhi 
tersebut telah begitu dibatasi (constitutional monarchy) atau monarkhi 
terbatas.7

Gereja dan Politik
Dalam hal hubungan Gereja dan Politik, beberapa poin penting un-

tuk dilihat.

Suatu penelitian yang dengan tegas menyimpulkan adanya korelasi yang utuh an-
tara agama dengan politik, termasuk sosial dan ekonomi diungkapkan oleh Arend 
van Leeuwen. Konsepsi budaya dan politik yang ada di kota-kota tua, ternyata tidak 
lepas dari tradisi keagamaan. Bahkan bangunan-bangunan fisik pada pusat-pusat 
budaya dan politik merupakan pencerminan dari konsepsi terhadap Tuhan. Peneli-
tiannya terhadap Babilonia misalnya, memberi keyakinan bagi van Leeuwen untuk 
menyimpulkan korelasi yang sangat erat antara tradisi keagamaan dengan konsepsi 
budaya dan politik. Keistimewaan-keistimewaan budaya dan politik  yang mem-
banggakan Babel sebagai pusat dunia, berakar dalam konsepsi agama sebagai pusat 
bumi dan gunung kosmis sebagai titik tumpu alam semesta.8

Melalui penelitiannya yang luas pada sejarah, budaya, dan konsepsi-konsepsi tua aga-
ma, Leeuwen dengan yakin menegaskan status agama yang memiliki kedaulatan yang 
tinggi dalam politik. Hal itu tidak terlepas dari totalitas kosmis yang sangat keras di 
dalam konsepsi-konsepsi keagamaan kuno. Konsepsi totalitas kosmis inilah yang perlu 
dilihat secara kritis pada bidang politik. Ketika agama memberikan legitimasi politis 
kepada kedaulatan yang diwakili negara, maka kekuasaan yang mencakup makna se-
gala kehidupan menjadi realitas politik itu sendiri.9

Makna agama sebagai sesuatu yang memberi pengaruh di dalam kehidupan manusia 
merupakan kenyataan yang tidak terabaikan. Sejarahwan dunia, Arnold Toynbee, 
dengan tegas menyatakan bahwa semua peradaban yang masih berlaku, secara men-
dasar berorientasi keagamaan dan karena itu berangsur-angsur, tetapi sangat nyata, 

7 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2001), h. 29-38

8 Arend Th. Van Leeuwen, Agama Kristen dalam Sejarah Dunia, terj: Frits M. Kirihio, (Jakarta: 
BPK Gunung Mulia, 1997), hlm. 13

9 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2001), h.70



109Diskursus Agama dan Teologi

menyajikan pemecahan-pemecahan keagamaan juga terhadap sejumlah masalah or
ganisasi sosial politik. 

Politik Teokrasi
Di dalam situasi dan kondisi primitif, konsepsi kekuasaan yang 

oleh ketidakjelasan mengenai hakikatnya dan berada di luar diri manu-
sia, membuat kekuasaan itu menjadi absolut. Dalam banyak hal pema-
haman mengenai kekuasaan yang absolut diletakkan pada other things/
spiritual beings itulah sebenarnya (sadar atau tidak), yang kemudian 
bergerak menuju pada suatu penyempurnaan konsepsi yang disebut teo-
krasi. Oleh pergerakan  pemikiran yang lebih maju termasuk keinginan 
untuk membuat perhitungan dan kontrol, konsepsi politik untuk melo-
kalisir kekuasaan itu.

Bagi paham monoteis, teokrasi akan sangat jelas, berhubung pe
nguasanya adalah tunggal, meski dengan pelbagai sifat dan hakikatnya 
yang khas. Kepastian mengenai hakikat dan sifat dan dalam monoteisme 
itu sendiri akan mencirikan suasana, kondisi, nilai dan bila mungkin 
sistem dari teokrasi itu sendiri. Di dalam perspektif inilah sesungguh-
nya pemahaman mengenai teokrasi digali dan dirumuskan secara jelas. 

Bila merujuk pada realitas Alkitab, maka konsepsi politik teokrasi 
tidak mengarah pada suatu pemerintahan raja-dewa seperti yang ada 
dalam ontokrasi. Tuhan menjadi penguasa tunggal dan manusia berada 
dalam kekuasaanNya yang dimanifestasikan melalui hukum-hukumnya 
yang pasti dan kekal. Istilah yang digunakan adalah “kerajaan imamat”, 
yang dengan tegas dinyatakan untuk pertama kali kepada Musa:

kamu akan menjadi kerajaan imamat dan bangsa yang kudus (Kel 19:6).10 Menarik 
untuk diperhatikan bahwa bangsa pilihan Allah, yaitu Israel, tidak terutama disebut 
sebagai “bangsa” melainkan “umat”. Bahkan dengan cukup tajam PL membedakan 
antara Israel sebagai “umat Allah” (= am YHWH) dengan “bangsa-bangsa” (goyim). 
“Umat” menekankan kesamaan kedudukan antar manusia, yang satu tidak mengua
sai atau mengatasi yang lain, oleh karena semuanya diikat oleh ketaatan hanya ke-
pada Allah saja. Beberapa ahli PL, menyimpulkan bahwa “umat” adalah sebuah 
“masyarakat teokratis yang demokratis”.11 Di dalam “kerajaan imamat” para imam 
bukanlah representasi atau personafikasi Tuhan di dalam kekuasaan politik.

10 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2001), h. 81

11 Weinata Sairin., J.M Pattiasina., Hubungan Gereja dan Negara dan Hak Azasi Manusia (Ja-
karta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 14
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Generasi Milenial (Gereja) dan Partisipasi Politik
Generasi Milenial memang mendesak untuk terlibat dalam persoa-

lan politik.

Partisipasi politik dari generasi milenial semakin dituntut untuk mempersiapkan 
diri terjun ke dunia politik. Inu Kencana Sjafii, dosen Universitas Muhamadiyah 
Yogyakarta, mengatakan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini sangat memerlukan 
keterlibatan generasi baru, dalam hal ini generasi milenial, agar politik di Indonesia 
semakin membaik.12 Posisi generasi milenial saat ini sangat diperhitungkansebab 
generasi milenial adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, 
baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih 
yang masuk dalam kategori generasi milenial mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 
193 juta pemilih, sekitar 35 – 40 persen. Jumlah sebanyak ini sudah tentu memiliki 
pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa 
mendatang13. 

Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu ben-
tuk partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh generasi milenial wa-
laupun hal ini bukanlah satu-satunya cara dan bisa dibilang pasif.Cara 
lain ialah dengan mencalonkan diri dalam kontestasi politik pada pe-
milu 2019 dan siap memberikan semua usaha terbaiknya jika terpilih 
nanti. Akan tetapi generasi milenial pada umumnya bersikap apatis dan 
bahkan menganggap politik adalah sesuatu yang kotor. Hal ini ditun-
jukkan generasi milenial, yang mungkin lahir di era teknologi, menjadi 
orang peduli dengan keadaan sekitar, termasuk politik. Berbeda dengan 
generasi X dan Baby Boomers yang telah melewati dan merasakan ma-
sa-masa pergolakan politik pada pertengahan abad 20.

Seperti yang diberitakan Harian Kompas.com pada Januari 2018, 
Alvara Research Center (ARC) mengeluarkan hasil survei yang menye-
butkan bahwa generasi milenial cuek terhadap politik. Hal ini tergambar 
pada segmentasi pemilihan di Indonesia yang terbagi 4 yakni rasional, 
konservatif, swing dan apatis, pemilih milenial paling banyak berada di 
pemilih yang apatis dan swing indikatornya terlihat pada perbincang
an generasi milenial yang berbincang asik tentang musik, fitur, olah-

12 Inu Kencana Syafii, “Kiprah Generasi Milenial Dalam Politik Semakin Dibutuhkan”. Berita 
– Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, (20 March 2018)

13 “Peran Generasi Milenial dalam Menentukan Kemenangan di PILPRES 2019”, Berita – 
Matamata Politik, September 13, 2018
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raga dan teknologi informasi dari pada tentang politik. Padahal semua 
hal yang saat ini digandrungi oleh generasi milenial tidak akan pernah 
bisa dinikmati tanpa adanya politik. Mulai dari hal sederhana seperti 
makanan yang dikonsumsi sehari-hari sampai pada hal yang rumit se
perti teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk pencapai
an dalam bidang politik oleh pemerintah.14 Oleh sebab itu sikap apatis 
generasi milenial terhadap politik, sementara mereka menikmati hal-hal 
yang dicapai melalui politik, merupakan hal yang tidak masuk akal.

Sikap apatis generasi milenial terhadap politik berlaku umum dan 
termasuk didalamnya generasi milenial gereja. Hal ini tentunya menjadi 
tantangan tersendiri bagi gereja dalam partisipasinya di bidang poli-
tik, dan gereja tidak bisa menutup mata atas hal ini. Generasi milenial 
gereja adalah bagian dari domba-domba (warga gereja) yang menjadi 
tanggungjawab gereja, dan politik adalah ladang pelayanan yang tidak 
boleh diabaikan. Usia pemuda gereja (18-30 tahun), merupakan bagian 
dari generasi milenial sedangkan politik merupakan realitas yang ada 
dan harus dihadapi oleh warga gereja. Dilapangan politik, gereja mem-
punyai misi menghadirkan kehendak Allah di tengah dunia. Generasi 
milenial gereja, seperti juga warga gereja lainnya di NKRI ini pada 
hakikatnya mempunyai “kewargaan rangkap”. Bahwa selain warga ge-
reja (orang Kristen), tetapi sekaligus juga sebagai warga negara Indo-
nesia. Disinilah identitas agama  berkait dengan identitas kebangsaan. 
Politik adalah strategi di mana gereja (orang Kristen) terpanggil untuk 
mendemonstrasikan kasih dan pemeliharaan Allah. Dr. G.S.S.J Ratu-
langi yang adalah pahlawan nasional asal Minahasa, juga seorang Kris-
tiani, yang menurut Klinkert, sebagaimana dikutip oleh Basri Amin, 
menyatakan bahwa Sam Ratulangi yang adalah sumber inspirasi orang 
Minahasa, telah mengingatkan tentang peran politik yang harus dimain-
kan oleh orang Minahasa baik di tingkat nasional maupun Internasi-
onal. Selain itu Sam Ratulangi pun melihat bahwa kesatuan politik itu 
penting dalam rangka kesatuan ideologi.15 Hal ini pulalah yang mem-
buat Sam Ratulangi menjadi tokoh Kristen yang nasionalis. Nilai-nilai 
demokrasi dalam gereja secara khusus, GMIM (Gereja Masehi Injili 

14 “Milenial Cuek Terhadap Politik”, Berita – Harian Kompas.Com, Januari 2018 
15 Basri Amin, “Ethnic Identity in Colonial and Postcolonial Politics: The Case of Minahasa, 

Eastern Indonesia”, Journal of Asia Pacific Studies, Vol. 2 No. 3, (2012), p. 329 
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di Minahasa) dari artikel yang ditulis David Henley, Maria Schouten, 
dan Alex J. Ulaen, dengan judul “Preserving the Peace In Post – New 
Order Minahasa”, bahwa peran gereja (baca: GMIM) dalam poli-
tik sangat terlihat. Hal ini dikarenakan sebagai gereja yang memiliki 
tiga per empat populasi penduduk Minahasa, kontribusi GMIM me-
mainkan peran yang penting. Di mana, bahkan untuk mendapatkan 
posisi politis sebagai Gubernur Sulawesi Utara, haruslah mempunyai 
hubungan yang baik dengan GMIM. Selain itu mereka menyatakan, 
dalam tata kelola organisasi dan disiplin, pengelolaan GMIM melebihi 
negara. Hal ini diindikasikan bahwa dalam pemilihan pejabat gereja 
kaum awam di lingkungan GMIM, mendekati prosedur yang benar-
benar demokratis.16Bila melihat hal ini maka dapatlah dikatakan bahwa 
keberadaan lembaga gereja untuk berpartisipasi  dalam bidang politik 
sudah ditempuh gereja, bahkan hal “berdemokrasi” bukanlah hal baru 
dalam hidup bergereja, karena sudah dilakukan gereja berkait dengan 
penatalayanannya. Sehingga yang menjadi persoalan saat ini adalah ba
gaimana menumbuhkan kesadaran generasi milenial gereja untuk dapat 
berpartisipasi dalam politik. 

Dalam usaha untuk membangkitkan minat generasi milenial gereja 
terhadap politik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik, 
maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah meluruskan pema
haman generasi milenial yang keliru mengenai politik. Dengan harap
an bahwa setelah memahami apa itu politik dapat melepaskan stigma 
negatif politik dalam perspektif generasi milenial.

Membahas tentang apa itu politik memang bukanlah hal yang se
derhana. Para ilmuwan politik bahkan belum bisa mendefinisikannya 
secara objektif. Namun, satu hal yang perlu ditekankan di sini ialah bah
wa politik bukanlah “barang kotor” yang harus dijauhi. Benar bahwa 
berbagai konflik berdarah, penindasan, genosida, dan berbagai bencana 
kemanusian yang terjadi dalam sejarah merupakan buah dari kebijakan 
politik suatu pemerintahan. Akan tetapi tidaklah bijaksana jika politik 
mendapatkan cap negatif karena hal ini. Yang berpolitiklah yang salah 
dan mungkin memiliki tujuan yang jahat sejak semula. Di samping 

16 David Henley, Maria. J Schouten, Alex J. Ulaen ., “ Preserving the Peace In Post – New Order 
Minahasa”, in Renegotiating Boundaries – Local Politics In Post – Soeharto Indonesia., Ed. Henk 
Schoultje – Nordholt and Gerry  van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007), p. 311-312
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itu banyak hal positif yang telah dicapai lewat politik. Contoh-contoh 
konkritnya ialah kestabilan ekonomi negara, situasi sosial-religius yang 
bebas konflik, dan kemajuan di bidang teknologi informasi merupakan 
hal-hal positif yang dicapai melalui politik.

Mengapa Gereja Perlu Berpolitik

1)	 Allah yang “berpolitik”
	 Dalam peristiwa exodus Allah bertindak secara politis di dunia, 

dengan menjadikan satu kelompok budak menjadi suatu bangsa, 
memberi tanah air, memberi hukum dan mengangkat pemimpin. 
Orientasi politik Allah adalah membela rakyat yang ditindas pe
nguasa Mesir. Bahkan dalam pengalaman Israel yang selanjutnya 
Allah mengangkat juru bicaranya (para nabi), atas nama Allah 
mengkritik para raja dan membela rakyat yang tertindas.

2)	 Yesus Kristus yang “berpolitik”
	 Saat Yesus tampil dalam pelayanan-Nya, Ia memberitahukan bah-

wa misi-Nya adalah pembebasan bagi orang kecil dan tersisih. To-
koh sentral dalam kekristenan ini melaksanakan pelayanan-Nya 
dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun dan telah memberikan 
pengaruh yang besar bagi peradaban manusia hingga kini. Kisah 
pelayanannya yang tercatat dalam empat kitab Injil kanonik mem-
perlihatkan manuver-manuver politik yang cerdas dan bertang-
gungjawab. Pendekatan-Nya terhadap kaum-kaum yang termarji-
nalkan seperti pemungut cukai, orang-orang miskin, dan penderita 
kusta menunjukkan manuver politik-Nya yang hendak melawan 
sistem bait Allah dengan para imam yang dipandang oleh Yesus 
sebagai penyebab penderitaan masyarakat. Hal ini semakin terlihat 
menjelang kematian-Nya ketika dengan berani Yesus masuk dalam 
kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai pada perayaan 
Paskah. Di sini dapat dikatakan bahwa politik yang dilakukan oleh 
Yesus merupakan politik etik yang dilakukan-Nya dengan berani 
dan kemantapan hati.

3)	 Gereja yang “berpolitik”
	 Istilah gereja berakar dari kata ekklesia, yang adalah istilah politik 

dalam praktek demokrasi Yunani kuno. Ekklesia, yang dimaksud 
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adalah pertemuan rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan  
politis menyangkut kehidupan bersama dalam polis, misalnya: me-
milih pemimpin atau penentuan kebijakan-kebijakan dasar dalam 
polis. Paulus dan penulis PB lainnya mengambil istilah ini dan 
mengenakannya pada komunitas Kristen tentu ada maksudnya 
bahwa dalam gereja, haruslah dipahami sebagai pertemuan umat 
dengan kepala-Nya yakni Kristus dan karena ekklesia adalah per-
temuan umat maka gereja (ekklesia) seharusnya pula memberlaku-
kan prinsip-prinsip ekklesia politis, seperti prinsip demokrasi. 

Dari segi ini kehidupan gereja perlu menjadi model kehidupan de-
mokrasi yang bisa mengajari mereka yang di luar gereja tentang nilai-
nilai demokrasi. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh John W. de 
Gruchy, bahwa merupakan suatu kemustahilan untuk kita memahami 
misi gereja terpisah dari sebuah tatanan dunia yang adil atau untuk mem
pertimbangkan peran gereja kecuali dalam relasi dengan kebutuhan dan 
kepedulian atas kemanusiaan dan ciptaan sebagai satu kesatuan.17

Singkatnya kesaksian Alkitab, mengungkapkan tentang bagaimana 
kehendak dan tindakan Allah yang berpihak kepada “mereka yang ter-
marjinalkan”, yang kesemuanya dalam rangka memulihkan nilai-nilai 
kemanusiaan. Inilah yang seharusnya menjadi alasan utama mengapa 
sebagai warga gereja terpanggil untuk berpartisipasi dalam dunia poli-
tik. Dan warga gereja, generasi milenial, juga turut didalamnya. 

Kesimpulan
Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa generasi milenial 

cenderung tidak peduli dengan dunia politik, serta memiliki tingkat 
kepercayaan rendah terhadap politisi dan juga sinis terhadap berbagai 
lembaga politik dan pemerintahan. Padahal dengan kehidupan mereka 
yang selalu bersinggungan dengan gadget (high–tech), sebenarnya akan 
memudahkan mereka untuk melakukan banyak hal yang berhubungan 
dengan keterpanggilan mereka selaku warga gereja di dunia politik. Per-
masalahannya, adalah bahwa politik sudah terasosiasi sebagai sesuatu 

17 John W. de Gruchy, Agama Kristen dan Demokrasi – Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang 
Adil, terj. Martin Lukito Sinaga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 295
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yang “kotor”, sehingga harus dihindari. Selain itu, politik sudah melekat 
dengan perebutan kekuasaaan, uang dan jabatan. Hal inilah yang salah 
satunya membuat generasi milenial “menjauhi” dunia politik.

Padahal, mengambil sikap “cuek” atau tidak peduli ini, secara tidak 
langsung akan membuat kondisi politik menjadi semakin buruk. Hal ini 
dikarenakan, mereka yang berkiprah di panggung politik, bahkan yang 
memegang “kekuasaan”, bukanlah yang mereka yang mempunyai ke-
mampuan dan kompentensi serta kepedulian terhadap bangsa ini, me-
lainkan mereka yang niat awalnya, hanya untuk memperoleh kekuasaan 
demi memperkaya diri dan keluarganya. Padahal politik sesungguhnya 
adalah alat mendapatkan kesejahteraan. Disinilah dibutuhkan peran 
dari generasi milenial untuk “mengambil langkah berani untuk berkip-
rah di dunia politik, dan bertindaklah sebagai “agen perubahan”. 

Adapun langkah nyata generasi milenial sebagai agen perubahan-
yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

–	 Gerakan anti golput dengan kampanye hashtag demi pemilu ber
kualitas

–	 Gerakan anti hoax
–	 Memberi suara dalam Pemilu

Langkah lebih berani lagi adalah dengan masuk dalam arena ke
kuasaan. Generasi milenial yang pada dasarnya menyukai “challenge”, 
maka di sinilah tantangannya. Berani tampil beda. Beda dalam moti-
vasinya yakni ada dalam panggung politik karena terpanggil menja
wab panggilan sebagai  gereja di tengah dunia, termasuk dunia politik. 
Mengingkari panggilan ini sama halnya dengan “ikut bertanggung ja
wab” atas keterpurukan dan kegagalan bangsa ini dalam menghadirkan 
kesejahteraan, nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. 
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